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ABSTRAK 

PENGARUH IMPLEMENTASI E-PLANNING, E-BUDGETING, DAN 

E-PROCUREMENT TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

Oleh: 

Oktavia Ayu Padmasari 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari e-planning, e-budgeting, 

dan e-procurement terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 

pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Metode pengambilan 

data yang digunakan adalah purposive sampling dengan total sampel sebanyak 75 

orang. Teknik analisis data menggunakan IBM SPSS 27 dengan analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-planning dan e-

budgeting berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, 

sedangkan e-procurement tidak berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan 

keuangan daerah.  

Kata kunci: Transparansi, E-planning, E-budgeting, E-procurement, E-

government 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF E-PLANNING,  

E-BUDGETING, AND E-PROCUREMENT ON THE TRANSPARENCY 

OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN THE GOVERNMENT 

 OF NORTH LAMPUNG DISTRICT 

By:  

Oktavia Ayu Padmasari 

This research aims to determine the impact of e-planning, e-budgeting, and e-

procurement on the transparency of regional financial management in the 

Government of Lampung Utara Regency. The research method employed is 

quantitative. The population for this study consists of the Regional Apparatus 

Organization of Lampung Utara Regency. Data was collected using purposive 

sampling, resulting in a total sample of 75 participants. Data analysis was 

conducted using IBM SPSS 27 with multiple linear regression analysis. The findings 

indicate that e-planning and e-budgeting have a positive effect on the transparency 

of regional financial management, while e-procurement does not affect the 

transparency of regional financial management. 

Keywords: Transparency, E-planning, E-budgeting, E-procurement, E-

government 
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut 

pemerintah untuk melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman 

disertai kebermanfaatan bagi masyarakat luas terlebih bagi pemerintah itu 

sendiri berupa efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Dalam buku Indrajit (2002:3) 

pemerintah Amerika Serikat menyebutkan bahwa pemerintahan elektronik 

berkaitan dengan penyediaan informasi dan layanan pemerintah melalui media 

digital atau secara online. Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi, pemerintah harus mampu mengikuti perkembangan 

dan kemajuan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas serta memperbaiki kualitas layanan publik (Desrita Reni, 2021). 

Berdasarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 pasal 1 tentang Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), SIPD merupakan sistem yang 

dirancang untuk mengelola data dan informasi, serta menyusun, memantau, dan 

menilai dokumen elektronik rencana pembangunan daerah. Sistem ini digunakan 

oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang bersih dan 

transparan, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan yang efektif dan efisien melalui optimalisasi pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi (Nuravita, 2017). 
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 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government 

merupakan konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. E-

government ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat, mendorong sisi pemanfaatan dan 

keterbukaan informasi, serta mendorong partisipasi publik didalam sistem 

penyelenggaraan pemerintah (Elysia, dkk. 2017). Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan e-government sebagai 

respons terhadap transformasi hubungan, yaitu perubahan cara berinteraksi 

antara pemerintah dengan setiap elemen atau stakeholder-nya. 

Berdasarkan Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang pengembangan e-

government yang mampu memberikan layanan integrasi antar lembaga dengan 

masyarakat dilakukan melalui empat tingkatan, yaitu tahap persiapan, tahap 

pematangan, tahap pemantapan, dan tahap pemanfaatan.  Menurut Arief (2008), 

pengembangan e-government di Indonesia didorong oleh berbagai tuntutan 

terhadap pelayanan publik yang dapat diandalkan. 

E-government memiliki beberapa komponen penting diantaranya e-

planning, e-budgeting, dan e-procurement. Penerapan ketiganya ditujukan untuk 

meningkatkan transparansi informasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah. Indonesia memiliki SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) 

yang merupakan Keselarasan dalam metode perencanaan pembangunan 

bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan jangka 
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panjang yang akan diimplementasikan oleh perangkat daerah. Menurut Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan 

nasional, perencanaan adalah suatu proses penetapan tindakan masa depan yang 

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dilakukan melalui 

serangkaian pilihan. 

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis dan ringkas. 

Pemerintah membuat aplikasi yang didasarkan pada strategi e-government, yaitu 

e-planning, karena banyak dokumen perencanaan yang harus disusun secara 

sistematis. Sistem perencanaan Pembangunan daerah yang dikenal dengan 

sebutan Electronic Planning (E-planning) merupakan bagian integral dari e-

government. E-planning ini berupa aplikasi perangkat lunak yang mendukung 

perencanaan berbasis elektronik. E-planning bertujuan untuk memudahkan 

proses perencanaan pemerintah, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan 

transparansi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan visi-

misi, tujuan, dan sasaran serta program pembangunan adalah contoh tahapan e-

planning.  

Selain e-planning, terdapat bagian integral dari e-government yaitu e-

budgeting. Dalam upaya meningkatkan mutu informasi pelaporan keuangan 

pemerintah, meningkatkan evaluasi kinerja, serta memfasilitasi pengelolaan 

keuangan lebih akuntabel dan transparan maka diadakannya penganggaran 

berbasis digital yang biasa dikenal dengan e-budgeting. E-budgeting merupakan 

suatu sistem digital penyusunan anggaran berbasis software untuk menyediakan 

serta mempermudah proses penganggaran dan perencanaan (Andriyanto, 2014). 
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E-budgeting memiliki kemampuan untuk meringkas prosedur yang sudah ada, 

seperti menyiapkan data standar kemudian menghitung harga satuan, membagi 

bagian anggaran, dan merancang usulan kegiatan dengan detail anggaran untuk 

setiap unit satuan kerja (Gamayuni, 2019). E-budgeting dalam sektor 

pemerintahan digunakan untuk menerapkan penyusunan anggaran dan 

mengawasi pekerjaan karena diharapkan mampu mendorong kemajuan dalam 

tata kelola keuangan yang sehat (Arini, 2022).   

Dalam menekan segala bentuk penyimpangan dan peningkatan efisiensi 

serta transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa maka diperlukan 

pelaksanaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang biasa dikenal 

dengan e-procurement. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian di revisi melalui Peraturan 

Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menetapkan bahwa pengadaan secara 

elektronik atau e-procurement merupakan pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Menurut Sutedi (2012) E-procurement adalah sistem lelang yang 

melibatkan pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi, 

informasi, dan komunikasi berbasis internet. E-procurement bertanggung jawab 

dalam mengubah perspektif para pelaku usaha sehingga mereka dapat terus 

meningkatkan keterampilannya. E-procurement memperluas pasar dan 

mendorong persaingan yang sehat, seperti harga yang lebih kompetitif, 

transparansi, serta pola interaksi yang lebih baik (Yudho Giri, 2009). E-
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procurement diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi, 

dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang. Sistem ini memungkinkan barang 

dan jasa tersedia dengan harga dan kualitas optimal, mempercepat dan 

mempermudah proses administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan 

publik (Wijaya, 2010).  

Tata laksana pemerintahan yang baik merupakan suatu sistem tata kelola 

yang memiliki prinsip keterbukaan, keadilan serta dapat dipertanggung 

jawabkan. Seluruh badan termasuk pemerintah daerah diwajibkan menerbitkan 

informasi publik atas setiap aktivitas yang dilaksanakan dan melayani 

permohonan informasi publik secara tepat, hal ini diatur dalam UU No. 14 tahun 

2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut 

mempertegas tentang transparansi keuangan daerah. Dalam menjaga 

penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mencegah tindak pidana korupsi, 

pemerintah menekankan transparansi pengelolaan keuangan. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan 

daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang 

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengakses 

informasi tentang keuangan daerah secara luas. 

Sekretariat Nasional Forum Indonesia mengungkapkan bahwa transparansi 

dalam pengelolaan keuangan daerah masih sangat rendah. Tingkat transparansi 

yang rendah dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat 

daerah. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan Kementerian 

Dalam Negeri mencatat 483 kasus korupsi yang termasuk kepala daerah dalam 



6 
 

rentang waktu 2019-2020. Sebelumnya, dalam periode 2015-2019, terdapat 203 

kasus korupsi dengan tersangka kepala daerah (Fajri, 2019). 

Provinsi Lampung dikenal sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera karena 

letaknya menjadi penghubung anatara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. 

Lampung memiliki potensi untuk lebih berkembang dari pada provinsi atau kota 

lain, tetapi terhalang dengan berbagai masalah, termasuk korupsi. Meskipun 

demikian, ekonomi Lampung telah menunjukkan pertumbuhan positif dalam 

beberapa tahun terakhir (Endaryanto, 2018).  

Menurut Bank Indonesia, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,22% pada 

kuartal II 2022, lebih tinggi dari rata-rata tingkat pertumbuhan di Sumatera. Pada 

triwulan I 2023, ekonomi Lampung tumbuh 4,96% year-on-year, meskipun 

terjadi perlambatan dibeberapa sektor akibat pandemi COVID-19. Pemerintah 

provinsi telah bekerja untuk meningkatkan infrastruktur Lampung, termasuk 

memperbaiki jalan yang rusak dan melanjutkan proyek Kota Baru. Namun, 

tingkat inflasi Lampung sebesar 2,19% pada tahun 2021, dan tingkat kemiskinan 

sebesar 11,44%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,57%. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Lampung meningkat sebesar 69,9 poin pada tahun 

2021 dibandingkan dengan tahun 2020, menunjukkan peningkatan dalam 

pembangunan provinsi secara keseluruhan. Terlepas dari tantangannya, 

Lampung memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut diberbagai sektor. 

Memasuki triwulan II tahun 2022, realisasi penerimaan anggaran pendapatan 

APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp2,88 triliun, mencapai 43,99% dari 

target tahunan sebesar Rp6,56 triliun. Sementara itu, pada sisi belanja daerah, 
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realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp2,20 triliun atau 31,45% dari target 

tahunan sebesar Rp7,01 triliun. Pencapaian ini, baik dari sisi pendapatan maupun 

belanja, lebih tinggi secara nominal maupun persentase dibandingkan triwulan 

II tahun 2021. Namun, tingkat transparansi di kabupaten/kota Provinsi Lampung 

masih cukup rendah. Menurut Open Budget Index (OBI), tingkat keterbukaan 

informasi publik pemerintah daerah di Provinsi Lampung berada dalam kategori 

tidak cukup transparan, dengan indeks di bawah 20%, yang menunjukkan 

kurangnya keterbukaan dalam informasi pengelolaan keuangan daerah di 

website. 

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021, Direktorat 

Monitoring, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa pemerintah daerah (pemda) di Provinsi 

Lampung rentan korupsi. Hasil dari survey tersebut menyatakan bahwa 

Lampung memiliki rata-rata 69,3% dibawah rata-rata nasional 72%. Selain 

Provinsi Lampung, KPK menyoroti enam daerah di Lampung yang masuk dalam 

kategori sangat rentan korupsi, diantaranya Bandar Lampung 65,6%, Lampung 

Utara 62,7%, Pesawaran 67%, Tanggamus 65%, Lampung Selatan 58,7%, dan 

Lampung Timur 52%.  

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unit organisasi atau lembaga 

pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi tertentu sesuai dengan 

peraturan daerah dan struktur pemerintahan. Besaran organisasi perangkat 

daerah (OPD) didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk jumlah penduduk, luas 

wilayah, dan jumlah APBD. OPD memainkan peran penting dalam pengelolaan 



8 
 

keuangan daerah diantaranya menyusun anggaran pemerintah daerah, 

mengembangkan tata kelola pemerintah daerah, melaksanakan program 

pengelolaan keuangan daerah, melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan 

anggaran pemerintah daerah, serta menyediakan dokumentasi dan pelayanan 

informasi perangkat daerah (Mulyani, 2022).  

Menurut penelitian Zalfa Muthiah (2021), e-planning berpengaruh positif 

terhadap transparansi keuangan daerah di Pemerintah Kota Palembang, terutama 

pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang bertanggung jawab 

atas perencanaan pembangunan daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian 

Nuravita (2017) yang juga menyatakan bahwa e-planning memiliki pengaruh 

positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil 

temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Maharani (2020) yang 

menyimpulkan bahwa penerapan e-planning tidak mempengaruhi transparansi 

pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Demak. 

Menurut Nasution dan Ramadhan (2019), terdapat 32 pemerintah daerah di 

Indonesia yang menunjukkan bahwa penerapan e-budgeting memiliki pengaruh 

positif terhadap transparansi keuangan daerah. Namun, hal ini berbeda dengan 

hasil penelitian Nasution dan Atika (2019) yang menunjukkan bahwa 

implementasi e-budgeting tidak berpengaruh dalam meningkatkan akuntabilitas 

dan transparansi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-

budgeting di pemerintah Kota Binjai baru berjalan satu tahun sehingga 

pengaruhnya belum dapat dinilai secara maksimal. Selanjutnya, penelitian itu 



9 
 

memperjelas bahwa hubungan antara e-budgeting dan peningkatan akuntabilitas 

serta transparansi bernilai rendah.  

Menurut penelitian oleh Frankoe (2019), e-procurement memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Provinsi Lampung dan 

Provinsi Bangka Belitung. Implementasi e-procurement berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh sebab itu pemerintah 

terkhusus LKPP hendaknya meningkatkan implementasi sistem pengadaan 

secara elektronik (Nugroho, 2019). Sedangkan Menurut Faisol (2014) bahwa 

tahapan e-procurement tidak sepenuhnya mampu mencegah terjadinya 

kecurangan pengadaan. Penelitian yang telah dilaksanakan Apriliani (2022) 

menyatakan bahwa penerapan e-planning dan e-budgeting tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Namun, e-

procurement memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah di Jawa Tengah. SAKIP tidak akan terpengaruh oleh kekurangan dalam 

praktik e-planning, e-budgeting, dan e-procurement di Jawa Tengah. 

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji manfaat teknologi informasi 

dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, penelitian 

mengenai pengaruh spesifik Implementasi E-planning, E-budgeting, dan E-

procurement terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah masih relatif 

terbatas. Terutama dalam konteks pemerintah daerah seperti Kabupaten 

Lampung Utara, dimana kondisi geografis, sumber daya manusia, dan 

infrastruktur teknologi informasi dapat berbeda signifikan dibandingkan dengan 

daerah lain. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada satu aspek 
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teknologi informasi atau hanya menyentuh permukaan dari integrasi sistem yang 

lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut 

dengan mengeksplorasi bagaimana kombinasi dari ketiga elemen E-governance 

ini dapat mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah secara 

holistik, dan sejauh mana faktor-faktor lokal berperan dalam implementasinya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin memodifikasi 

penelitian yang telah dilakukan oleh Apriliani (2023) mengenai Pengaruh E-

planning, E-budgeting, dan E-procurement terhadap Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Daerah. Peneliti ingin mengembangkan penelitian dengan 

menguji variabel Y yang dimodifikasi yaitu Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Oleh karena itu, peneliti akan menguji Implementasi E-planning, E-

budgeting, dan E-procurement terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Berdasarkan temuan Open Budget Index (OBI) dan Survei Penilaian 

Integritas (SPI) yang dilakukan KPK serta latar belakang yang ada, peinulis 

teirtarik untuk meilakukan peineilitian deingan judul “Pengaruh Implementasi E-

planning, E-budgeting, dan E-procurement Terhadap Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung 

Utara”   
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1.2 Rumusan Masalah 

 Beirdasarkan latar be ilakang yang teilah diijabarkan, maka dapat di isiimpulkan 

rumusan masalah dalam pe ineiliitiian iinii adalah: 

1) Apakah pengaruh iimpleimeintasii e-planning terhadap transparansi 

pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara? 

2) Apakah pengaruh i impleimeintasii e-budgeting terhadap transparansi 

pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara? 

3) Apakah pengaruh iimpleimeintasii e-procurement terhadap transparansi 

pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun rumusan masalah yang te ilah diiuraiikan, maka tujuan dari i peineiliitiian 

iinii seibagaii beiriikut: 

1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh iimpleimeintasii ei-planning 

terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah 

Kabupaten Lampung Utara. 

2) Untuk memperoleh bukti empiris i pengaruh iimpleimeintasii ei-budgeitiing 

terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah 

Kabupaten Lampung Utara. 

3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh iimpleimeintasii ei-procurement 

terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah 

Kabupaten Lampung Utara.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat darii peineiliitiian iinii baiik manfaat teioriitiis maupun manfaat 

praktiis sebagai berikut: 

1) Manfaat Teioriitiis  

 Peineiliitii beirharap pe ineiliitiian iinii dapat meimbeiriikan pe imahaman yang 

leibiih baiik mengenai pengaruh implementasi e-planning, ei-budgeitiing, dan e-

procurement terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Se ilaiin iitu, 

peineiliitiian iinii diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian 

dimasa mendatang, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik, serta 

memberikan iinformasi i seicara yang reileivan bagi peneliti yang terkait dengan 

isu ini.  

2) Manfaat Praktiis 

a. Bagii Peineiliitii 

   Seibagaii prasyarat memperoleh ge ilar Sarjana E ikonomii dan 

meinyeileisaiikan Pe indiidiikan Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi i Uniiveirsiitas 

Sriiwiijaya. Hasiil darii peineiliitiian iinii juga dapat meinambahkan wawasan se irta 

peingeitahuan yang terkait de ingan bidang akuntansi sektor publik, terutama 

berkaitan dengan topik penelitian ini. 

b. Bagii Peimbaca dan Piihak Laiin 

 Peineiliitiian iinii diiharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak lembaga atau instansi pemerintah dalam menggunakan sistem e-

planning, ei-budgeitiing, dan e-procurement. 
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